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1. Dasar Pemikiran

a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi
luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan
pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang
dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan
perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, disamping karena adanya
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga

memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR, seperti; Ketetapan



Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang
Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang
Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 dan Keputusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2003 tentang
Penugasan Kepada MPR-RI Untuk Menyampaikan Saran Atas Laporan
Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada Sidang
Tahunan MPR-RI Tahun 2003.

Dalam melakukan perubahan undang-undang, diperhatikan berbagai undang-
undang yang terkait di bidang politik diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden. Selain itu juga diperhatikan undang-undang yang terkait di
bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan
di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,
peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan

pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk
menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan
jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun
yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam
penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud

pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk



meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan

nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian
hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artihya mampu membangun
kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah
ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah
juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan
Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah
Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka

mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak
dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman
seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping
itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian,
koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan
fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan
kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien

dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan
publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai
sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus
mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas
wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan
daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan

diberikannya otonomi daerah.

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk
menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk
kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya dalam bentuk kawasan cagar budaya,
taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi seperti

pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana



komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas,
pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian
dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga
pemasyarakatan spesifik. Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam

pembentukan kawasan khusus tersebut.

Pembagian Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut
didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang
sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut
menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.
Urusan pemerintahan dimaksud meliputi : politik luar negeri dalam arti mengangkat
pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga
internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara
lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya; pertahanan
misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan
perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya,
membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan,
menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan
sebagainya; keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara,

menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang
melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya
mengganggu keamanan negara dan sebagainya; moneter misalnya mencetak uang dan
menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran
uang dan sebagainya; yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat
hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan
kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-
undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan
peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya; dan agama, misalnya
menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan
pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam
penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan

pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent artinya
urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat

dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian



setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada

bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent secara proporsional antara
Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang
meliputi: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan

keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup
minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat

pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan
mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan
pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi

kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan
pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah
tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang
ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan

pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan
mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk
mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam
penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam
penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh
daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh
Pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau
Daerah Kabupaten/Kota. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna
dan berhasil guna bila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap
ditangani oleh Pemerintah. Untuk itu pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan
memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut.
Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh

masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi.



Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian hubungan yakni bahwa pengelolaan bagian
urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling
berhubungan (inter-koneksi), saling tergantung (inter-dependensi), dan saling mendukung

sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh melalui
mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-
urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut
Pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas
bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Terhadap bagian urusan
yang saat ini masih menjadi kewenangan Pusat dengan kriteria tersebut dapat

diserahkan kepada Daerah.

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa
termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari Pemerintah atau pemerintah

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang tertentu.

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang
dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis.
Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat
bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan
antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-
Undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang
persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah
kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu

Legislatif dalam jumlah tertentu.

Susunan dan kedudukan DPRD yang mencakup keanggotaan, pimpinan, fungsi, tugas,

wewenang, hak, kewajiban, penggantian antar waktu, alat kelengkapan, protokoler,



keuangan, peraturan tata tertib, larangan dan sanksi, diatur tersendiri di dalam Undang-
Undang mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tersebut dan yang masih
memerlukan pengaturan lebih lanjut baik yang bersifat penegasan maupun melengkapi

diatur dalam undang-undang ini.

Melalui undang-undang ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, kabupaten,
dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. KPUD
yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah KPUD sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Untuk itu, tidak perlu dibentuk dan ditetapkan KPUD dan keanggotaannya yang baru.
Agar penyelengaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka DPRD
membentuk panitia pengawas. Kewenangan KPUD provinsi, kabupaten, dan kota
dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan Berita Acara yang selanjutnya
KPUD menyerahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah

guna mendapatkan pengesahan.

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di
daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali
pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten

dan kota.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang
kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa
diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar,
artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah
berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah
Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah
untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga
antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling
mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam

melaksanakan fungsi masing-masing.

Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat
daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu

penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur



pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana

urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah
adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap
penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.
Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor
kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas
yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi
geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan
urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu
kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak

senantiasa sama atau seragam.

Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat
daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan

Pemerintah.

Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila
penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber
penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara
Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan

pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa :
kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah
yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi
daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang
berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah
dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber
pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah

menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.

Di dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang
pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah

sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan



negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku
kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut
berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, vyaitu bahwa
gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan
pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan

Daerah.

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban,
dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan
daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah
dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dan kepentingan umum serta peraturan Daerah lain.

Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya
prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Khusus peraturan
daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah
mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah dan
ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah,
retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata

ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu
ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum,
menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan/atau peraturan Daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak

daerah dan retribusi daerah.

Kepegawaian Daerah

Dalam sistem kepegawaian secara nasional, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting
untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa.
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka
ada sebagian kewenangan dibidang  kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah

yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.



Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan  sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan,
pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian,
pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, larangan, sanksi, dan
penghargaan merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan
demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam

kepegawaian nasional.

Sistem manajemen pegawai yang sesuai dengan kondisi pemerintahan saat ini, tidak
murni menggunakan unified system namun sebagai konsekuensi digunakannya
kebijakan desentralisasi maka dalam hal ini menggunakan gabungan antara unified
system dan separated system, artinya ada bagian-bagian kewenangan yang tetap
menjadi kewenangan pemerintah, dan ada bagian-bagian kewenangan yang diserahkan
kepada Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pembina kepegawaian daerah.
Prinsip lain yang dianut adalah memberikan suatu kejelasan dan ketegasan bahwa ada
pemisahan antara pejabat politik dan pejabat karier balkk mengenai tata cara
rekruitmennya maupun kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, dan pembinaannya.
Berdasarkan prinsip dimaksud maka pembina kepegawaian daerah adalah pejabat karier

tertinggi pada pemerintah daerah.

Penempatan pegawai untuk mengisi jabatan dengan kualifikasi umum menjadi
kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, sedangkan untuk pengisian jabatan tertentu yang memerlukan
kualifikasi khusus seperti tenaga ahli di bidang tertentu, pengalaman kerja tertentu di
Kabupaten atau Kota, maka pembina kepegawaian tingkat Provinsi dan atau Pemerintah
dapat memberikan fasilitasi. Hal ini dalam rangka melakukan pemerataan tenaga-tenaga
pegawai tertentu dan penempatan pegawai yang tepat serta sesuai dengan kualifikasi

jabatan yang diperlukan di seluruh daerah.

Gaji dan tunjangan PNS Daerah disediakan dengan menggunakan Dana Alokasi Dasar
yang ditetapkan secara nasional, merupakan bagian dalam Dana Alokasi Umum (DAU)
yang dinyatakan secara tegas. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah apabila
terjadi mutasi pegawai antar daerah atau dari daerah ke pusat, dan atau sebaliknya serta

untuk menjamin kepastian penghasilan yang berhak diterima oleh setiap pegawai.

Pemberhentian pegawai negeri sipil daerah pada prinsipnya menjadi kewenangan
Presiden, namun mengingat bahwa jumlah pegawai sangat besar maka agar tercipta
efisiensi dan efektivitas maka sebagian kewenangan tersebut diserahkan kepada

pembina kepegawaian daerah.

9. Pembinaan dan Pengawasan



Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk
mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka
pembinaan oleh Pemerintah, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-
masing yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan
pengawasan provinsi serta oleh gubernur untuk pembinaan dan pengawasan

kabupaten/kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam hal
pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, Pemerintah

melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

1) Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RAPERDA), yaitu terhadap
rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah,
APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu
dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh
Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota. Mekanisme ini dilakukan agar
pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna

yang optimal.

2) Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termasuk dalam
angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh
klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang

berlaku.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat
menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila diketemukan
adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah
tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah
otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya
suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan
lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.



10.

Desa

Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau
dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan
lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun
pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan
pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang
bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena
transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun
heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan

berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk
Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang
berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam
penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata
cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota
melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan
keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan
informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang
kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau
meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan

pertanggungjawaban dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan,
penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa,
dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam

peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam ayat ini adalah
bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan
secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan
oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan

dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Daya saing daerah dalam ayat
ini adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas
kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia, dan teknologi, yang secara
keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan hubungan administrasi dalam ayat ini adalah hubungan
yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara.
Yang dimaksud dengan hubungan kewilayahan dalam ayat ini adalah hubungan
yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang
diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian,
wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat.

Ayat (8)
Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah
daerah yang diberikan otonomi khusus, sedangkan daerah istimewa adalah Daerah

Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta.



Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan cakupan wilayah dalam ketentuan ini, khusus untuk daerah
yang berupa kepulauan atau gugusan pulau-pulau dalam penentuan luas wilayah di
dasarkan atas prinsip negara kepulauan yang pelaksanaannya diatur dengan
peraturan pemerintah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan dalam
ketentuan ini untuk provinsi 10 (sepuluh) tahun, untuk kabupaten/kota 7 (tujuh)

tahun, dan kecamatan 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Persetujuan DPRD dalam ketentuan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan DPRD
yang diproses berdasarkan pernyataan aspirasi sebagian besar masyarakat
setempat.
Persetujuan Gubernur dalam ketentuan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan
Gubernur berdasarkan hasil kajian tim yang khusus dibentuk oleh pemerintah
provinsi yang bersangkutan terhadap perlunya dibentuk provinsi baru dengan
mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tim dimaksud mengikutsertakan
tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan faktor lain dalam ketentuan ini antara lain pertimbangan
kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali

penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Ayat (5)

Pasal 6

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan evaluasi terhadap kemampuan daerah dalam ayat ini adalah
penilaian dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-
indikatornya, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan dampak. Pengukuran
dan indikator kinerja digunakan untuk memperbandingkan antara satu daerah
dengan daerah lain, dengan angka rata-rata secara nasional untuk masing-masing
tingkat pemerintahan, atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya untuk masing-
masing daerah.

Aspek lain yang dievaluasi antara lain adalah: keberhasilan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan; upaya-upaya dan kebijakan yang diambil:
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional;, dan

dampak dari kebjakan daerah.

Ayat (3)

Pasal 7

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan akibat dalam ketentuan ini adalah perubahan yang timbul
karena terjadinya penggabungan atau penghapusan suatu daerah yang antara lain
mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, pengalihan personal, pendanaan,
peralatan dan dokumen, perangkat daerah, serta akibat lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud rupa bumi adalah bagian-bagian wilayah yang senyatanya ada
dan/atau kemudian ada, namun belum diberi nama, seperti: tanah timbul,
semenanjung, bukit/gunung/pegunungan, sungai, delta, danau, lembah, selat, pulau,

dan sebagainya.

Ayat (3)

Pasal 8

Cukup jelas

Tata cara yang diatur dalam peraturan pemerintah memuat mekanisme dan prosedur

tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.



Pasal 9
Ayat (1)
Kawasan khusus adalah kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat
hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan
pertahanan dan keamanan. Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi-
fungsi pemerintahan tertentu sesuai kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat
berupa kawasan otorita, kawasan perdagangan bebas, dan kegiatan industri dan
sebagainya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Fungsi pemerintahan tertentu dalam ketentuan ini antara lain, pertahanan negara,
pendayagunaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau tertentu/terluar, lembaga
pemasyarakatan, pelestarian warisan budaya dan cagar alam, pelestarian
lingkungan hidup, riset dan teknologi.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan mengikutsertakan dalam ketentuan ini adalah dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud urusan pemerintah dalam ayat ini adalah urusan pemerintahan yang
mutlak menjadi kewenangannya dan urusan bidang lainnya yaitu bagian-bagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan urusan politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat
diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga
internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan
negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya.
Huruf b



Yang dimaksud dengan urusan pertahanan misalnya mendirikan
dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang,
menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya,
membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan,
menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara
dan sebagainya.

Hurufc
Yang dimaksud dengan urusan keamanan misalnya mendirikan dan membentuk
kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap
orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan
negara dan sebagainya.

Huruf d
Yang dimaksud dengan urusan yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan,
mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan,
menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti,
abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-
undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.

Hurufe
Yang dimaksud dengan urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan
makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang,
menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan
sebagainya.

Huruf f
Yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur
keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap
keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan
kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah
lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.
Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh
Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah
dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah

dalam ketentuan ini adalah berupa perangkat Pemerintah atau dalam rangka

dekonsentrasi kepada Gubernur.

Ayat (5)



Yang dimaksud dengan di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah di luar ayat (3) sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kriteria eksternalitas dalam ketentuan ini adalah
penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas,

besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan.
Yang dimaksud dengan kriteria akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah
penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan
berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang
ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Yang dimaksud dengan kriteria efisiensi dalam ketentuan ini adalah penyelenggara
suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna
yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan antar pemerintahan daerah dalam ketentuan ini adalah
hubungan antar provinsi dengan provinsi, kabupaten/kota dengan kabupaten/kota,
atau provinsi dengan kabupaten/kota.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan urusan wajib dalam ketentuan ini adalah urusan yang sangat

mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara antara

lain:
a. perlindungan hak konstitusional;
b. perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman

dan ketertibban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI; dan
C. pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan
konvensi internasional.
Yang dimaksud dengan urusan pilihan dalam ketentuan ini adalah urusan yang
secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas



Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Yang dimaksud dengan
ketentraman masyarakat
perlindungan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Hurufe

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf |

Cukup jelas

Hurufm

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Ayat (2)

ketertban umum dan ketentraman umum dan

pada ketentuan

ini

termasuk penyelenggaraan



Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dalam
ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain

pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata.

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c.
Huruf d
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Hurufi
Cukup jelas
Huruf
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf |
Cukup jelas
Hurufm
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p



Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dalam
ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengaturan administratif dalam ketentuan ini antara lain
perizinan, kelaikan dan keselamatan.
Huruf ¢
Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan garis pantai dalam ketentuan ini adalah perpotongan garis

air rendah dengan daratan.

Ayat (5)



Cukup jelas
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah nelayan masyarakat tradisional
Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional,
dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas
menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik
Indonesia.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, ditambah asas efisiensi dan asas
efektivitas.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b



Yang dimaksud dengan instansi vertikal di daerah dalam huruf b ini adalah
perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang
mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam
wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
Hurufc
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Hurufc
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan kehidupan demokrasi dalam ketentuan ini antara lain
penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan
masyarakat.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Hurufg
Cukup jelas
Huruf h



Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf |
Cukup jelas
Huruf k
Yang dimaksud dengan rapat Paripurna DPRD dalam ketentuan ini adalah rapat
Paripurna yang diselenggarakan setelah 3 (tiga) bulan terpilihnya pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan menginformasikan dalam ketentuan ini dilakukan melalui
media yang tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Ketentuan tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini tidak menutup
adanya laporan lain baik atas kehendak kepala daerah atau atas permintaan
Pemerintah.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan turut serta adalah menjadi direksi atau komisaris suatu
perusahaan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas



Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik
maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
Hurufc
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak menghapuskan
tanggung jawab yang bersangkutan selama memangku jabatannya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Hurufc
Yang dimaksud dengan putusan bersifat final dalam ketentuan ini adalah
putusan Mahkamah Agung tidak dapat ditempuh upaya hukum lainnya.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)



Yang dimaksud dengan putusan pengadilan dalam ketentuan ini adalah putusan
pengadilan tingkat pertama atau pada pengadilan negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan didakwa dalam ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah
dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan krisis kepercayaan publik yang meluas dalam ketentuan ini adalah
suatu situasi kehidupan di masyarakat yang sudah mengganggu berjalannya
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Ayat (1)



Cukup jelas
Ayat (2)
Penyampaian permohonan penyelidikan dan penyidikan dimaksud disertai uraian
jelas tentang tindak pidana yang diduga telah dilakukan.
Ayat (3)
Penyampaian permohonan penyelidikan dan penyidikan dimaksud disertai uraian
jelas tentang tindak pidana yang diduga telah dilakukan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan wilayah provinsi dalam ketentuan ini adalah wilayah
administrasi yang menjadi wilayah kerja Gubernur.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan membentuk dalam ketentuan ini adalah termasuk
pengajuan Rancangan Perda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Hurufd
Cukup jelas



Huruf e
Yang dimaksud dengan kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam
ketentuan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Huruf f
Yang dimaksud dengan perjanjian internasional dalam ketentuan ini adalah
perjanjian antar Pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait dengan
kepentingan daerah.

Huruf g
Yang dimaksud dengan kerjasama internasional dalam ketentuan ini adalah
kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama
Kabupaten/Kota kembar, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan,
kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan
kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan laporan keterangan pertanggungjawaban dalam
ketentuan ini adalah laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun
dalam sidang Paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas
otonomi dan tugas pembantuan.

Huruf i
Cukup jelas

Huruf |
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur pada ayat

(2) antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 43
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hak Interpelasi dalam ketentuan ini adalah hak DPRD
untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan
pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada

kehidupan masyarakat, daerah dan negara.



Huruf b

Yang dimaksud dengan hak Angket dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan
fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu
kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak
luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat dalam ketentuan ini adalah
hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau
mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan

rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak

interpelasi dan hak angket.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas



Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan tindak lanjut dalam ketentuan ini adalah pemberian sanksi
apabila terbukti adanya pelanggaran atau rehabilitasi nama baik apabila tidak

terbukti adanya pelanggaran.

Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam
ketentuan ini termasuk menjaga martabat dan kehormatan DPRD.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jumlah komisi dalam ketentuan ini adalah komisi sebagai
alat kelengkapan DPRD.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan fraksi gabungan adalah gabungan dari partai politik untuk
membentuk satu fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan anggota DPRD dari partai politik lain dalam ketentuan ini
adalah keseluruhan anggota partai politik dimaksud untuk bergabung ke satu fraksi
lainnya.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52



Ayat (1)
Dalam hal anggota yang bersangkutan menyampaikan hal yang sama di luar rapat
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penyampaian permohonan penyidikan dimaksud disertai uraian jelas tentang tindak
pidana yang diduga telah dilakukan.
Pejabat yang memberi ijin tidak dapat diwakilkan.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara
termasuk terorisme, separatisme, dan makar.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik
maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
Huruf b
Cukup jelas



Huruf c
Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Jumlah yang diusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah anggota panitia
pengawas kecamatan.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 58
Huruf a
Yang dimaksud dengan bertakwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan
kewajiban agamanya.
Huruf b



- Yang dimaksud dengan setia dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat
gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau
dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Yang dimaksud dengan setia kepada pemerintah dalam ketentuan ini adalah
yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat dalam
ketentuan ini dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Ketentuan ini tidak dimaksudkan harus dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk
daerah yang bersangkutan.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf |
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf |

Yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam ketentuan

ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma

agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu
narkoba, dan zina.

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas



Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik
atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan mekanisme yang demokratis dan transparan dalam
ketentuan ini adalah mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan
partai politk yang mencalonkan dan proses penyelenggaraan serta keputusannya
dapat diakses oleh publik.
Avyat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai
politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan
anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai
dengan tingkat daerah pencalonannya.
Huruf b
Cukup jelas
Hurufc
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan jabatan negeri dalam ketentuan ini adalah jabatan
struktural dan jabatan fungsional.
Huruf h



Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf |
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan terbuka dalam ketentuan ini wajib dihadiri oleh pasangan
calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, pers dan
wakil masyarakat.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Hurufc
Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini adalah pengawasan
yang dilakukan melalui rapat DPRD dengan agenda laporan KPUD tentang
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan rapat paripurna dalam ketentuan ini adalah rapat
paripurna DPRD yang tidak memerlukan korum, dihadiri oleh wakil masyarakat
dan terbuka untuk umum.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan laporan pelanggaran dalam ketentuan ini adalah laporan
yang disampaikan oleh pemantau dan masyarakat.
Hurufc
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas



Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89



Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal daerah tersebut belum terdapat pengadilan negeri, pengajuan keberatan
dapat disampaikan ke DPRD.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Putusan pengadilan tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini adalah putusan
pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi
ditempuh upaya hukum.
Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan peroleh suara yang lebih luas adalah pasangan calon yang
unggul di lebih banyak jumlah kabupaten/kota untuk calon Gubernur dan wakil
Gubernur, pasangan calon yang unggul di lebih banyak jumlah kecamatan untuk
calon Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota.

- Apabila diperoleh persebaran yang sama pada tingkat kabupaten/kota untuk
Gubernur dan wakil Gubernur, pasangan calon terpilih ditentukan berdasarkan
persebaran tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan seterusnya. Hal yang sama
berlaku untuk penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan
wakil Walikota.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas



Ayat (8)

Cukup jelas
Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Calon yang diajukan untuk dipilih oleh DPRD dalam ketentuan ini harus memenuhi
persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari dalam ketentuan ini dihitung sejak
diterimanya usulan pengesahan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari dalam ketentuan ini dihitung sejak
diterimanya usulan pengesahan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan 3 (tiga) hari dalam ketentuan ini dihitung sejak diterimanya

penetapan berita acara dari KPUD.

Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai
dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului
dengan kata Demi Allah dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan

kata-kata Semoga Tuhan Menolong Saya, untuk agama budha diawali dengan



ucapan Demi Sang Hyang Adi Buddha, dan untuk agama Hindu diawali dengan
ucapan Om Atah Paramawisesa.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan rapat paripurna dalam ketentuan ini dapat dilaksanakan di
gedung DPRD atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122



Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam pengisian Sekretaris Daerah Provinsi, Gubernur mengajukan 3 (tiga) calon
yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya Menteri Dalam Negeri memberikan penilaian terhadap calon-calon serta
mengusulkan kepada Presiden terhadap salah satu calon yang paling memenuhi
persyaratan untuk diangkat oleh Presiden.

Ayat (3)
Dalam pengisian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan 3
(tiga) calon yang memenuhi persyaratan kepada Gubernur. Selanjutnya atas dasar
usulan itu Gubernur berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan
penilaian terhadap calon-calon serta memberikan persetujuan terhadap salah satu
calon yang paling memenuhi persyaratan untuk diangkat oleh Gubernur.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pembina pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah
pelaksanaan pengembangan profesionalisme dan karier pegawai negeri sipil di

daerah dalam rangka peningkatan kinerja.

Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Sekretariat DPRD dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala
Daerah harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja perangkat daerah
secara optimal.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kepala Dinas dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah
harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja perangkat daerah secara
optimal.
Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 126
Ayat (1)
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan
daerah kota.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pada ayat (3) bertujuan untuk
mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan kearah peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Yang dimaksud dengan membina pada ayat (3) ini antara lain dalam bentuk fasilitasi
pembuatan peraturan desa, terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang
baik.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 127
Ayat (1)



Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota
dalam wilayah kerja kecamatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan Ilembaga lain dalam ayat ini adalah lembaga
kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna, dan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 128
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan faktor-faktor tertentu dalam ketentuan ini adalah beban
tugas, cakupan wilayah, jumlah penduduk.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengendalian dalam ketentuan ini adalah penerapan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam melakukan penataan
organisasi perangkat daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 129
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ketentuan pada ayat (1)
adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian.



Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Badan Kepegawaian Negara dalam ketentuan ini adalah
Badan Kepegawaian Negara dan dalam hal tertentu dilakukan oleh kantor regional
BKN.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum dalam ketentuan
ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga
masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya
ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 137



Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Ayat (1)
Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata
Tertib DPRD.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan biaya paksaan penegakan hukum dalam ketentuan ini
merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar
Perda di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan DPRD bersama kepala mencabut Perda dalam ketentuan ini
adalah dalam bentuk Perda tentang pencabutan Perda.
Ayat (5)



Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan organisasi dan tata laksana dalam ketentuan ini
termasuk kecamatan, kelurahan, dan desa.
Hurufc
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Hurufg
Cukup jelas
Huruf h



Yang dimaksud dengan informasi dasar kewilayahan dalam ketentuan ini
termasuk batas wilayah dan lain-lain.
Huruf i
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156

Ayat (1)
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai
dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik
daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 157
Huruf a
Angka (1)
Cukup jelas
Angka (2)
Cukup jelas
Angka (3)
Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
Angka (4)
Yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di
luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.
Huruf b
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan

kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan



desentralisasi.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau

dana darurat dari Pemerintah.

Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Daerah penghasil sumber daya alam dalam ketentuan ini
adalah daerah dimana sumber daya alam yang tersedia berada pada wilayah yang
berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Yang dimaksud dengan penggunaan dalam ketentuan ini adalah pengalokasian belanja
daerah yang sesuai dengan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.

Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)



Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peristiwa tertentu antara lain bencana alam.

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan krisis keuangan daerah dalam ketentuan ini adalah krisis

solvabilitas yang dialami oleh daerah tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 167
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peningkatan pelayanan dasar pendidikan dalam ketentuan

ini sekurang-kurangnya 20%.

Ayat (3)

Pasal 168
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan Standar harga adalah harga satuan setiap unit barang
yang berlaku di suatu Daerah.

Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang
dicapai pada setiap satuan kerja perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar suatu
pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.

Termasuk dalam peraturan perundangan antara lain pedoman penyusunan
analisa standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan

minimal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Cukup jelas

Ayat (2)
Yan

g dimaksud dengan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam ketentuan ini

termasuk belanja Sekretariat DPRD.



Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas
Pasal 175
Cukup jelas
Pasal 176
Yang dimaksud insentif dan/atau kemudahan dalam ayat ini adalah pemberian dari
Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, dana
stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya dan

percepatan pemberian ijin.

Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam ketentuan ini
yaitu Pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah mengelola Keuangan Daerah
yang mempunyai tugas meliputi menyusun dan melaksanakan kebijakan

pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD,



mengelola akuntansi, menyusun laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas
Pasal 183
Cukup jelas
Pasal 184
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh Komite Standar

keuangan daerah dalam

Pemerintahan dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 185
Ayat (1)

rangka

Akuntansi

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya

keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara

kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana

APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih

tinggi, dan Perda lainnya.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 186

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya

keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara



kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana
APBD Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
yang lebih tinggi, dan Perda lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Menteri Dalam Negeri segera menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan ini sebelum Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah disahkan.

Pasal 187

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pengesahan yang dimaksud dalam ketentuan ini dimuat dalam rancangan peraturan
kepala daerah pada bagian bawah halaman akhir disertai kata-kata telah disahkan
oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur dengan Surat .... tanggal ....nomor.. .....

Ayat (4)
Pengesahan yang dimaksud dalam ketentuan ini dimuat dalam rancangan peraturan
kepala daerah pada bagian bawah halaman akhir disertai kata-kata telah
disampaikan kepada Menteri Dalam NegeriiGubernur dengan Surat ...... tanggal

..... nomor.. ....... dan telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 188
Cukup jelas

Pasal 189
Cukup jelas

Pasal 190
Cukup jelas



Pasal 191
Cukup jelas
Pasal 192
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan surat keputusan lain dalam ketentuan ini antara lain surat
keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, surat pengangkatan dalam jabatan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 193
Ayat (1)
Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada bank Pemerintah dan investasi
jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko
rendah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bunga dalam ketentuan ini termasuk perolehan bagi hasil
pada bank Syariah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan masalah perdata dalam ketentuan ini kemungkinan adanya
persoalan mengenai perdata seperti utang piutang, tagihan pajak dan denda yang

diupayakan penyelesaiannya di luar proses pengadilan.

Pasal 194
Cukup jelas
Pasal 195
Cukup jelas
Pasal 196
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)



Yang dimaksud dengan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dalam ketentuan ini

didahului dengan upaya fasilitasi oleh Pemerintah.

Pasal 197
Cukup jelas
Pasal 198
Ayat (1)
Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan
Pemerintah.
Ayat (2)
Menteri Dalam Negeri dalam menyelesaikan perselisihan dapat berkonsultasi
dengan Presiden.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 199
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 200
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Ayat (3)
Desa yang menjadi kelurahan dalam ketentuan ini tidak seketika berubah dengan
adanya pembentukan pemerintahan kota, begitu pula desa yang berada di perkotaan

dalam pemerintahan kabupaten.

Pasal 201
Cukup jelas
Pasal 202
Ayat (1)
Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera
Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di
Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Perangkat Desa lainnya dalam ketentuan ini adalah
perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana
teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun
atau dengan sebutan lain.
Ayat (3)
Sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara
bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-
undangan.
Pasal 203
Cukup jelas
Pasal 204
Masa jabatan kepala desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan
masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan

dengan Perda.

Pasal 205
Cukup jelas
Pasal 206
Cukup jelas
Pasal 207
Cukup jelas
Pasal 208
Cukup jelas
Pasal 209



Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan ini adalah
sebutan nama Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 210
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan wakil dalam ketentuan ini adalah penduduk desa yang
memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh
masyarakat lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 211
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam ketentuan ini seperti:
Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan

masyarakat.

Pasal 212
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Pendapatan asli desa meliputi; hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil
swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa
yang sah.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas



Huruf d

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
adalah bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD
Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui kas Desa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Huruf e

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Sumbangan dari pihak ketiga dalam ketentuan ini dapat
berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian
sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban  pihak

penyumbang.

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 213
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 214

Cukup jelas

Pasal 215

Cukup jelas

Pasal 216

Cukup jelas

Pasal 217
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan regional dalam ketentuan ini adalah koordinasi lintas provinsi

dalam wilayah tertentu.

Ayat (3)



Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi kepada
seluruh daerah dalam pelaksanaannya hingga pemerintahan desa.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 218
Ayat (1)
Huruf a
Pengawasan yang dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan agar
pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah tetap dapat berjalan
sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan Perda dan peraturan kepala daerah dalam ketentuan ini
meliputi Perda provinsi dan peraturan Gubernur, Perda kabupaten/kota dan
peraturan Bupati/Walikota dan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 219
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penghargaan dalam ketentuan ini adalah salah satu wujud
pembinaan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 220
Cukup jelas
Pasal 221
Cukup jelas
Pasal 222
Cukup jelas
Pasal 223
Cukup jelas



Pasal 224
Cukup jelas
Pasal 225
Cukup jelas
Pasal 226
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Undang-Undang tersendiri adalah Undang-Undang Nomor
34 Tahun 1999 tentang Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Undang-Undang Nomor 44
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh, jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan lebih awal dari ketentuan Undang-
Undang ini karena terdapat beberapa kepala daerah yang dipenjabatkan lebih dari
satu kali. Karenanya diperlukan penetapan kepala daerah definitif melalui pemilihan
langsung. Dalam menetapkan daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala
daerah secara langsung dilakukan dengan terlebih dahulu Komisi Independen
Pemilihan dan DPRD Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Penguasa Darurat Sipil
Pusat melalui Penguasa Darurat Sipil Daerah dan aparat keamanan setempat. Untuk
pelaksanaan pemilihan kepala daerah, maka sesuai Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk Komisi Independen Pemilihan dengan
9 (sembilan) orang anggota. Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur KPU
diisi oleh ketua dan anggota KPUD provinsi. Hal ini dimaksudkan, karena pada saat
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 diundangkan belum ada ketentuan tentang

KPUD yang bersifat tetap dan independen sesuai dengan konstitusi.

Pasal 227
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta bersifat tunggal sehingga wilayah kota dan

kabupaten di Provinsi DKI Jakarta tidak bersifat otonom.



Ayat (3)
Huruf a
Provinsi DKI Jakarta dalam kedudukan sebagai ibukota negara memiliki tugas,
hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu yang berbeda dengan daerah lain.
Huruf b
Cukup jelas
Hurufc
Yang dimaksud dengan keterpaduan dalam huruf ¢ adalah keterpaduan didalam
proses penyusunan, substansi materi yang dimuat dan pelaksanaan Rencana
Umum Tata Ruang masing-masing daerah yang difasilitasi dan disahkan
berlakunya oleh Pemerintah.
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 228
Cukup jelas
Pasal 229
Yang dimaksud dengan batas daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam ketentuan ini
meliputi :
a. Daerah yang berbatasan darat dengan negara tetangga garis batas wilayahnya
sama dengan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Daerah yang berbatas laut dengan negara tetangga dan jaraknya kurang dari 24 mil
laut, garis batas kewenangan lautnya sama dengan batas wilayah NKRI dengan
negara tetangga yang diukur berdasarkan prinsip sama jarak (garis tengah/middle

line).

Pasal 230
Cukup jelas
Pasal 231
Cukup jelas
Pasal 232
Cukup jelas
Pasal 233
Cukup jelas
Pasal 234
Cukup jelas
Pasal 235
Cukup jelas



Pasal 236
Cukup jelas

Pasal 237
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain
peraturan perundang-undangan sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-
Undang Pengairan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pertanian, Undang-

Undang Kesehatan, Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Perkebunan.

Pasal 238
Cukup jelas

Pasal 239
Cukup jelas

Pasal 240
Cukup jelas
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